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Pendahuluan

Konflik Aceh — konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
dengan pemerintah Republik Indonesia — adalah konflik terlama
dalam sejarah nusantara. Hingga kini konflik ini telah berlangsung
selama lebih dari 27 tahun sejak dicetuskannya pada tahun 1976.
Suasana kelam dan kegelapan memayungi hari-hari masyarakat
yang hidup di wilayah ujung pulau Sumatera. Ribuan nyawa manu-
sia melayang, lebih seribu bangunan yang terdiri dari bangunan
lembaga pendidikan, perkantoran, toko, rumah penduduk hangus
terbakar dilalap api. Masyarakat hidup dalam ketakutan dan ke-
cemasan akibat teror yang berkepanjangan. Ratusan ribu pengungsi
meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan jiwa,
banyak wanita terpaksa menjadi janda, demikian pula anak-anak
banyak menjadi yatimn atau yatim piatu. Demikianlah gambaran
umum kehidupan masyarakat Aceh dalam episode konflik GAM
dengan pemerintah RI, khususnya pada tujuh tahun terakhir ini.

Pada saat eskalasi konflik di Aceh semakin tinggi, pemerintah
Republik Indonesia juga sedang menghadapi aneka konflik sosial
lainnya yang berlangsung di beberapa wilayah, seperti Ambon,
Sambas dan Sampit, Poso, dan Papua. Akar permasalahan munculnya
konflik dan juga pertentangan dalam konflik tersebut antara satu
daerah berbeda dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, konflik
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Aceh tidak sama dengan konflik yang terjadi di Ambon, Sambas,
Sampit dan Poso, namun ada kemiripan dengan konflik di Papua.
Penulis ingin mengatakan dan sekaligus sebagai inti dari tulisan
ini, konflik yang terjadi di Aceh tidak dapat digolongkan sebagai
ethno-religious conflict (konflik yang bermuatan pertentangan antar
suku dan agama). Namun, konflik Aceh adalah “konflik politik ver-
tikal” antara GAM — bukan semua orang Aceh - dengan pemerintah
RI.

Konflik semacam ini dipicu oleh pengingkaran terhadap
realitas aneka budaya dan agama yang ada di Indonesia. Demikian
pula dengan diberlakukannya syariat Islam di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam bukan berarti bahwa orang Aceh tidak
memberikan apresiasi dan toleransi terhadap perbedaan agama dan
menghilangkan salah satu elemen penting dari hak asasi manusia,
yaitu elemen agama. Untuk sampai kepada kesimpulan seperti itu,
penulis akan memulai paper ini dengan membicarakan latar
belakang terjadinya konflik.

Aceh dalam Lintasan Sejarah

Agresi Belanda pasca proklamasi kemerdekaan adalah sebuah
persoalan yang krusial bagi eksistensi dan kedaulatan Indonesia,
khususnya ketika Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia
dikuasai oleh Belanda!. Tanpa Aceh, boleh jadi, sejarah Republik
Indonesia telah berakhir. Hal ini karena ketika seluruh wilayah
Indonesia telah jatuh kembali ke tangan sekutu, hanya Aceh satu-
satunya wilayah Indonesia yang tidak diduduki oleh Belanda,
sehingga baik secara de facto maupun de jure, Republik Indonesia
masih tetap berdiri kokoh dan eksistensinya tetap diakui oleh dunia.
Indonesia yang telah dikuasai oleh tentara sekutu hanya dapat
berkomunikasi dengan dunia luar melalui siaran radio yang terdapat
di Aceh. Hal ini karena pemancar-pemancar utama RRI di berbagai
kota sudah dikuasai oleh Belanda dan hanya mengudara dalam
rangka menyebarkan berita agresor Belanda. Sebaliknya di wilayah
Aceh yang tidak dapat dimasuki oleh tentara sekutu terdapat sebuah
radio yang dikenal dengan nama Radio Rimba Raya. Radio ini
menjadi agen propaganda eksistensi Indonesia ke dunia luar. Ketika
radio Batavia dan Radio Hilversum memberitakan tentang republik
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Indonesia yang telah hancur karena Yogyakarta telah dikuasai oleh
tentara sekutu, radio Rimba Raya membantah dengan tegas
propaganda Belanda tersebut.

Demikian pula halnya ketika situasi PDRI di Bukit Tinggi demi-
kian genting, Banda Aceh ditetapkan sebagai tempat kedudukan
(kantor) wakil perdana mentri — kala itu dijabat oleh Syafrudin
Prawiranegara. Penetapan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa
jika Konfrensi Meja Bundar (KMB) gagal, maka wakil perdana mentri
bertugas untuk membentuk Kabinet Perang yang berkedudukan di
Banda Aceh sebagai ibukota Republik Indonesia ke-2 selama dalam
keadaan perang.? Pada titik ini terlihat bahwa posisi wilayah Aceh
dan peran tokoh masyarakat Aceh di awal-awal kemerdekaan amat
strategis dan signifikan bagi eksistensi negara Indonesia.

Bagi orang Aceh, Republik Indonesia adalah tanah tumpah
darah yang harus dipertahankan dari tangan orang kafir (Belanda)
dan mati akibat mempertahankannya akan mendapatkan pahala
syahid.’ Nasionalisme orang Aceh adalah nasionalisme yang total,
tidak setengah-setengah. Ketika Indonesia berbentuk negara federal
(1949-1950), Dr. Tuangku Mansur dari negara bagian sumatera timur
mengajak Daud Beureueh, pemimpin kharismatik masyarakat Aceh,
untuk bergabung dengan negara bagian tersebut. Namun ajakan
itu ditolak oleh Daud Beureueh dengan sikap tegas dan Aceh tetap
setia berada dalam wilayah Republik Indonesia*. Penolakan Daud
Beureueh terhadap ajakan tersebut merefleksikan nasionalisme
keindonesiaan orang Aceh adalah total, tidak setengah-setengah,
justru pada saat “kapal” Indonesia yang baru saja tercipta hampir
karam ditelan ombak tentara sekutu. Pada saat suku lain di Indonesia
masih asing terhadap “nasionalisme Indonesia” dalam sebuah
negara yang multietnik dan multikultur, orang Aceh telah lebih
dahulu memahami dan menerima makna sebuah “negara kesatuan”.

Sokongan Aceh untuk berdiri tegaknya Indonesia tidak saja
dalam bentuk “dukungan moril” seperti yang terlihat pada tegarnya
rasa nasionalisme, namun orang Aceh juga memberikan “dukungan
materil” yang demikian banyak dan melimpah untuk republik ini.
Satu dari sekian banyak sumbangan materil tersebut adalah dalam
bentuk sumbangan dua buah pesawat terbang pada tahun 1948.
Sumbangan dua buah pesawat terbang tersebut merupakan respon
spontan masyarakat Aceh terhadap permintaan bung Karno pada
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acara jamuan makan malam di hadapan saudagar-saudagar Aceh.®
Satu hal yang menarik untuk dicatat bahwa - khususnya dalam
konteks perasaan nasionalisme Indonesia - pada masa itu kondisi
ekonomi masyarakat Aceh adalah sama dengan masyarakat lainnya
di Indonesia, dalam arti berada dalam kemiskinan. Setiap orang akan
terharu jika mendengar kisah disekitar proses pengumpulan dana
pesawat tersebut dimana motivasi utama para penyumbang adalah
ingin melihat Indonesia tegak merdeka diatas keadilan dan ke-
-manusiaan dan bermartabat tanpa diganggu oleh penjajah asing.
Dokumen pembelian pesawat tersebut menunjukkan bahwa uang
biaya pembelian pesawat berasal dari sumbangan pengusaha Aceh,
sumbangan perhiasan emas dari wanita-wanita desa, dan zakat maal
masyarakat Aceh®.

Demikian pula halnya ketika Yogyakarta telah kembali kepada
pemerintah Indonesia, pemerintah hampir tidak mempunyai biaya
yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahannya. Agar roda
pemerintahan dapat efektif kembali, maka berbagai bentuk
sumbangan diberikan oleh daerah-daerah, termasuk sumbangan
dari Aceh sebanyak lima kilogram emas batangan serta obat-obatan,
uang, dan alat perkantoran.” Walaupun demikian besar sumbangan
Aceh untuk berdirinya Republik Indonesia, pembangunan fisik untuk
provinsi ini amat minimal pada masa orde lama.

Di awal-awal berkuasanya rezim orde baru, Indonesia
menghadapi kesulitan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi
nasional adalah dibawah nol. Dalam situasi kesulitan ekonomi ini,
pada tahun 1969 dari Aceh berhembus “angin surga” bagi republik
dengan ditemukannya sumur gas alam pertama di kampung Arun,
kabupaten Aceh Utara. Dengan ditemukannya ladang gas alam ini
di Aceh, menjadikan provinsi ini sebagai tiga besar provinsi
penghasil devisa untuk negara (disamping Kalimantan Timur dan
Riau).® Demikian pula halnya pamor Indonesia di dunia
internasional, semakin mempertegas bahwa Indonesia adalah
negara produsen bahan bakar minyak dan gas yang patut
diperhitungkan oleh dunia internasional, baik negara -negara
produsen (OPEC) maupun negara konsumen.

Sejalan dengan berproduksinya kilang gas Arun pada tahun
1977, kota Lhokseumawe, ibukota kabupaten Aceh Utara, ber-
kembang menjadi sebuah kawasan industri strategis dengan
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mermmiliki beberapa proyek (pabrik) vital, seperti dua buah pabrik
 pupuk — PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan Pabrik Pupuk Asean
(AAF) — dan pabrik kertas PT Kraft. Lhokseumawe menjadi modal
baru bagi Indonesia yang sedang terpuruk dalam bidang ekonomi.
Dari kota Lhokseumawe ini setiap tahun mengalir uang puluhan
triliun rupiah ke Jakarta, ibukota Republik Indonesia, sementara
yvang kembali ke Aceh amat minimal. Begitu pula halnya dengan
hutan Aceh yang demikian lebat menjadi sumber devisa yang
handal bagi Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, ada 19 buah
perusahaan yang mendapatkan HPH secara resmi dari pemerintah
untuk beroperasi di Aceh dan banyak juga perusahaan lainnya yang
beroperasi tanpa memiliki HPH tetapi mendapatkan perlindungan
dari oknum pemerintah. Dengan demikian, Aceh tidak saja daerah
modal republik bagi rezim Orde Lama (Soekamo), tetapi juga adalah
daerah modal republik bagi rezim Orde Baru (Soeharto).

Besarnya devisa negara yang mengalir dari Aceh untuk pem-
bangunan Indonesia tidak direspon secara baik oleh pemerintah
pusat. Justru sebaliknya, pemerintah Indonesia menjadikan provinsi
Aceh sebagai provinsi terbelakang dan tertinggal dari berbagai
sektor, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indo-
nesia. Provinsi Aceh ibarat “seekor sapi perah” yang setiap saat
kekayaan alamnya dikuras, sementara yang dikembalikan ke Aceh
dalam bentuk pembangunan tidak sebanding dengan sumbangan
yang diberikannya untuk republik ini. Masyarakat Aceh kecewa.

Pertanyaan tentang mengapa alam Aceh yang demikian kaya
sebagai basis economic resources bagi Indonesia tetapi sebaliknya
masyarakat Aceh hidup dalam suasana kemiskinan, menyadarkan
orang Aceh untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut.
Jawaban umum secara sederhana dan mudah dicerna oleh masya-
rakat Aceh adalah berpangkal dari sikap “ketidakadilan” pemerintah
pusat dalam memperlakukan Provinsi Aceh dan orang Aceh.
Ketidakadilan ini tidak saja dirasakan pada aspek pembangunan
ekonomi-keuangan, namun juga pada aspek-aspek fundamental
lainnya seperti, aspek politik dan pemerintahan, aspek pendidikan
dan kebudayaan, aspek kehidupan beragama. Memang politik
“ketidakadilan” rezim Orde Baru ini berlaku umum bagi sebagian
besar provinsi di Indonesia, namun orang Aceh tidak dapat mene-
rima ketidakadilan ini mengingat kepada besarnya sumbangan
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orang Aceh untuk eksistensi republik ini.

Orang Aceh pantas sedih dan marah untuk sebuah ketidak-
adilan. Menurut data BPS, penghasilan bersih negara dari sektor
migas asal Aceh tahun 1993 sebesar Rp 6,644 triliyun, tahun 1994
Rp 5,457 triliyun, tahun 1995 Rp 5,928 triliyun, tahun 1996 Rp 6,404,
dan tahun 1997 jumlahnya meningkat menjadi Rp 7,942 triliyun.
Namun yang kembali ke Aceh dalam bentuk anggaran APBN tidak
sebanding. Total yang kembali ke Aceh berdasarkan DIP adalah
pada tahun 1992/1993 sebesar Rp 453.9 milyar, tahun 1993/1994
sebesar Rp522.2 milyar, tahun 1994/1995 sebesar Rp520.9 milyar,
tahun 1995/1996 sebesar Rpb73.8 milyar dan tahun 1996/1997
sebesar Rp 666.8 milyar®. Angka-angka diatas menggambarkan
betapa tidak sebanding antara besarnya devisa negara yang
diberikan oleh Aceh dengan kecilnya anggaran pembangunan
untuk provinsi ini.

Ketika proyek-proyek vital mulai beroperasi di Lhokseumawe,
pemuda-pemudi suku Aceh hanya menjadi penonton, menyaksikan
“kegagahan” orang luar Aceh bekerja di proyek-proyek tersebut.
Dengan kata lain, jumlah pemuda-pemudi Aceh yang bekerja di
perusahaan tersebut amat minimal serta posisi mereka dalam
bekerja adalah posisi rendahan (buruh). Dengan dalih belum
tersedianya sumber daya manusia dari kalangan suku Aceh, maka
para pekerja pada posisi strategis didatangkan dari luar daerah.
Pada sisi ini, terjadi kecemburuan sosial di dalam kehidupan sosial
masyarakat dan selanjutnya menjadi benih-benih kebencian yang
suatu saat siap membakar dan menghanguskan segala aspek.

Dalam bidang politik - walaupun Aceh mendapatkan pengaku-
an legal dari pemerintah sebagai daerah istimewa dalam bidang
budaya, pendidikan, dan agama — birokrasi pemerintah Orde Baru
demikian keras “mengobok-obok” kehidupan sosial, politik dan
keagamaan masyarakat Aceh. Tiga pemilu pertama pada masa orde
baru yang menang di Aceh adalah partai bersimbulkan Islam, Partai
Persatuan Pembangunan. Karenanya, Golkar, sebagai partai peme-
rintah, berupaya dengan keras dan dengan berbagai cara untuk
dapat meraup suara terbanyak di Aceh. Menjelang Pemilu 1987,
Golkar mendekati para ulama dan mengimingi mereka dengan ber-
bagai janji atau juga dengan penuh intimidasi agar para ulama Aceh
bersedia mendukung Golkar. Sebelumnya, sebagian besar ulama
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Aceh cenderung memberikan dukungan kepada Partai Persatuan
Pembangunan atau memilih bersikap netral, daripada mendukung
Golkar secara resmi. Namun berkat iming-iming dan intimidasi
tersebut, ulama-ulama Aceh mulai beralih mendukung Golkar baik
dalam bentuk duduk dalam kepengurusan partai ataupun aktif
berkampanye dengan Golkar. Aceh sebagai sebuah Daerah Istimewa
menjadi “tidak” istimewa sama sekali, bahkan label keistimewaan
yvang akui secara legal tidak mendapat tempat di dalam kehidupan
politik Republik Indonesia.

Mungkin kesalahan pemerintah Orde Baru yang paling besar
adalah kebijakan yang dibuatnya dalam menghadapi gerakan Aceh
Merdeka di awal-awal gerakan ini muncul. Pemerintah justru
merespon gerakan ini dengan memberlakukan Aceh sebagai Daerah
Operasi Militer (DOM) dengan operasi militer bersandikan Operasi
Jaring Merah!®. Respon yang militeristik ini akhirnya menelan
korban masyarakat Aceh begitu banyak dengan cara-cara yang tidak
manusiawi. Pendekatan militeristik pada masa DOM kelak
memberikan andil dalam semakin membesar dan berkembangnya
GAM, khususnya pasca pencabutan Aceh dari status Daerah Operasi
Militer pada tahun 1998.

Dicabutnya Aceh dari status DOM serta disertai permintaan
maaf dari pangab atas kesalahan-kesalahan TNI tidaklah membuat
situasi di Aceh semakin baik, malah sebaliknya situasi semakin kusut
dan mencekam. Jika sebelumnya, pemerintah hanya menghadapi
GAM, kini bangkit kekuatan lain dari kelompok sipil yang terdiri
dari kelompok intelektual kampus, LSM, dan santri serta ulama.
Kelompok baru ini menyuarakan penegakan demokrasi dan hak asasi
manusia di Aceh serta menuntut pemerintah RI untuk mengadili
pelaku pelanggaran HAM di Aceh, khususnya pelanggaran yang
terjadi pada masa DOM.

Era Syariat Islam: Apresiasi terhadap Multikultural

Penduduk yang mendiami provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam mayoritas adalah suku bangsa Aceh dan beragama
Islam. Suku bangsa Aceh ini terbagi lagi ke dalam delapan sub-
suku yang masing-masing sub-suku memiliki karakteristik budaya
masing-masing, seperti bahasa, pakaian serta makanan tradisional,
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dan adat kebiasaan lainnya. Walaupun demikian, di provinsi ini sejak
lama telah berdomisili penduduk yang berasal dari luar suku Aceh,
seperti Cina, Jawa, Batak dan Minangkabau. Mereka telah berada
di Aceh jauh sebelum Indonesia merdeka dan mereka hidup dengan
alamm budaya masing-masing, dengan sedikit sekali budayanya
mengalami akulturasi. Misalnya, mereka bebas berbicara dengan
bahasa budaya masing-masing. Orang Cina berbahasa Cina, orang
Jawa berbahasa Jawa, Batak berbahasa Batak, begitu juga dengan
orang Minangkabau.

Dari sisi agama, suku-suku bukan Aceh yang berdomisili di
Aceh sebagian beragama Islam dan banyak juga diantara mereka
yang beragama non-Islam seperti agama Katolik, Protestan, Hindu,
dan Khong Hu Chu. Bagi warga non-Islam, mereka bebas menjalan-
kan agamanya masing-masing tanpa mendapat gangguan dari
orang Aceh yang beragama Islam. Hampir di semua kabupaten ter-
dapat rumah-rumah ibadah non Islam seperti gereja dan kelenteng.
Di Banda Aceh, misalnya, terdapat empat buah gereja dan satu
Tapikong sebagai tempat ibadah orang Cina beragama Kong Hu Chu.
Di kota Sabang terdapat tiga buah gereja, demikian pula di
Lhokseumawe, Langsa, Kutacane dan Kabupaten Aceh Singkil juga
ada beberapa gereja sebagai tempat ibadah bagi penduduk non-
Islam.

Keluarnya Undang-Undangn Nomor 44 tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, telah memberikan peluang
untuk melaksanakan syariat Islam sebagai panduan bagi sistim
kehidupan masyarakat Aceh. Walaupun ada perdebatan tentang,
apakah keluarnya Undang-Undang itu bernuansa politis dalam
rangka meredam konflik Aceh, namun setidaknya pemerintah RI
telah memberikan legitimasi untuk terlaksananya syariat Islam di
Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan diberlakukannya syariat Islam di provinsi NAD bukan
berarti bahwa telah terjadi pengekangan terhadap penduduk yang
bukan beragama Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan
agamanya. Peraturan tentang pelaksanaan syariat Islam jelas hanya
ditujukan kepada umat Islam, bukan kepada yang beragama non
Islam. Dengan demikian, masyarakat non Islam tidak perlu merasa
takut terhadap pelaksanaan syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Dalam Bab II, pasal 2 Perda No 2 Tahun 2000, jelas
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disebutkan bahwa “keberadaan agama lain di luar agama Islam
tetap diakui di Daerah ini, dan pefneluknya dapat menjalankan
ajaran agamanya masing-masing”.

Masyarakat Aceh sejak dahulu telah menunjukkan apresiasi
yang tinggi dan bersikap toleran terhadap perbedaan agama. Bukti
sikap toleran dan apresiasi terhadap perbedaan agama terlihat
bahwa dalam konflik Aceh yang telah berlangsung lama, tidak ada
sebuah rumah ibadah non-Islam yang terganggu (dirusak atau
dibakar) oleh konflik tersebut. Demikian juga, tidak ada pembunuhan
yang terjadi di Aceh yang dipicu atas nama perbedaan agama.
Bahkan pada masa konflik Aceh berlangsung, masyarakat non Islam
merasa lebih aman dan bebas beraktifitas tanpa mendapatkan
gangguan sedikitpun.

Dengan melihat realitas di atas, jelas bahwa konflik Aceh
adalah semata-mata konflik vertikal antara GAM dengan pemerintah
Republik Indonesia dan konflik ini tidak dapat dimasukkan sebagai
konflik etno-religius. Bahkan kalau dilihat dari perspektif yang lain
terlihat bahwa konflik Aceh merupakan sebuah bukti ketinggian
agama Islam yang amat menghormati perbedaan agama. Dengan
kata lain, konflik Aceh dapat dijadikan sebuah jendela untuk melihat
keluar betapa bahwa Islam amat menghormati multikulturalisme
sebagai ciri kehidupan sosial. v

Catatan Akhr

! Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda
melancarkan agresi kedua dan menduduki hampir semua wilayah RI, termasuk
Yogyakarta sebagai ibukota RI. Presiden Sukarno, Muhammad Hatta dan beberapa
pejabat tinggi lainnya ditangkap dan diasingkan di pulau Bangka.

2 Sujamto, Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 113. Lihat juga A. Hasjmy, Semangat Merdeka
(Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 385.

3 Istilah “mati syahid” sudah demikian kental dikenal oleh masyarakat Aceh
sejak meletusnya perang Aceh melawan penjajah Belanda pada tahun 1873. Perang
Acehdikenal sebagai perang “sabilillah”, karena motivasi utama dari perang ini adalah
mengusir Belanda yang beragama non-Islam (kafir). Ketika agresi Belanda pasca
proklamasi kemerdekaan terjadi lagi, maka sekali lagi perang sabil dikumandang oleh
Daud Beureueh.

4 Daud Beureueh memberi argumentasi yang sangat kuat terhadap ulama Aceh
lainnya dalam hal ajakan Teungku Mansur itu. Ia mengatakan: “bagi Aceh hanya ada
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satu negara, negara RI. Dan, hanya ada satu perang: perang Sabil, membela negara
"kesatuan RI", lihat Hasballah M. Saad, “Aceh, Jarak Tipis antara Nasionalisme dan
Separatisme, dalam Tulus Widjanarko (ed) (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1999), hal.164.
Lihat juga .Abdullah Ali, “Aceh Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan”, dalam buku
yang sama, hal. 7.

$ Pada tanggal 16 Juni 1948, bertempat di Atjeh Hotel Banda Aceh, Bung Karno
menyampaikan hasrat dihadapan saudagar Aceh yang bergabung dalam organisasi
GASIDA. Ia berkata: “Saudagar adalah tonggak ekonomi negara kita, ... disini saya
menganjurkan supaya kaum saudagar akan membeli kapal udara, sebaiknya Dakota
dan saya tidak berkeberatan tuan-tuan akan memberikan namanya sendiri untuk
pesawat terbang tersebut...", lihat, A. Hasjmy, Lima Puluh Tahun Aceh Membangun,
op.cit, hal.232. Juga lihat TA Talsya, Modal Perjuangan Kemerdekaan (Lembaga
Sejarah Aceh: Banda Aceh, 1990), hal.339.

8 Sayed Mudhahar Ahmad, “Masalah Aceh: Dilema antara Sikap. Martabat,
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